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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang telah dilaksanakan dengan 

efektif dan terstruktur. Dimulai dari identifikasi dan analisis mendalam terhadap 

peraturan, Disdukcapil memastikan bahwa semua pegawai memahami prinsip-

prinsip disiplin yang diatur. Namun, masalah yang dihadapi adalah kurangnya 

pemahaman di antara beberapa pegawai yang mungkin merasa bahwa 

peraturan ini mengurangi fleksibilitas dalam bekerja, terutama mengenai 

disiplin waktu dan pelaksanaan tugas.  

2. Tingkat kepatuhan Pegawai Negeri Sipil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 

94 Tahun 2021 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sudah 

baik, dengan sistem absensi dan apel pagi yang efektif membantu memantau 

kedisiplinan. Meskipun mayoritas PNS memahami pentingnya disiplin, masih 

terdapat keluhan dari masyarakat mengenai kualitas pelayanan yang dianggap 

belum maksimal, menunjukkan perlunya peningkatan dalam kualitas pelayanan 

yang diberikan. 

3. Tantangan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang termasuk kurangnya 

pemahaman di kalangan beberapa pegawai yang mungkin merasa bahwa aturan 

ini menghalangi fleksibilitas kerja mereka, keterbatasan sumber daya seperti 

perangkat teknologi yang kurang memadai, terbatasnya anggaran dan fasilitas 

pelatihan yang bisa menghambat peningkatan kualitas SDM, serta penerapan 
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sanksi yang sering terhenti oleh faktor internal seperti hubungan antarpegawai 

yang terlalu dekat. 

4. Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 

di Disdukcapil Kota Padang sudah berjalan optimal. Meskipun ada beberapa 

aspek yang masih perlu ditingkatkan mencakup pemahaman pegawai terhadap 

peraturan, kelengkapan infrastruktur pendukung, serta efektivitas pengawasan 

dan penerapan sanksi. Upaya berkelanjutan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, 

dan peningkatan pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan disiplin 

pegawai dapat diterapkan secara konsisten dan efektif. 

5.2. Saran 

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan oleh penulis antara lain: 

1. Kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, penulis 

berharap agar terus meningkatkan konsistensi dalam penerapan Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

serta memperkuat pengawasan dan penegakan sanksi dengan tegas serta 

memperbaiki kapasitas pegawai. 

2. Kepada para pejabat Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, penulis berharap untuk terus 

melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan, evaluasi, dan tindak lanjut 

terhadap evaluasi dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 

Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil agar dapat mencapai kepuasan 

masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang berkualitas. 

3. Kepada pegawai negeri sipil, khususnya di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Padang, penulis berharap agar meningkatkan kesadaran dan 

kedisiplinan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengenai 
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Disiplin Pegawai Negeri Sipil demi menjadi PNS yang berintegritas dan 

profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 
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